RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR ..... TAHUN 2026
TENTANG GRUP KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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	Menimbang: 
a. bahwa sejalan dengan perkembangan dan inovasi teknologi saat ini berdampak pada semakin kompleksnya sistem keuangan dan semakin terhubungnya antar sub-sektor keuangan yang dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan;
b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengatur dan menetapkan lembaga jasa keuangan yang signifikan dan berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian yang tidak masuk dalam kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang grup keuangan.
	Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), mempertegas mandat Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan (KK). Menindaklanjuti amanat UU P2SK untuk menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria KK yang wajib membentuk Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK), Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, yang antara lain mengatur kriteria Konglomerasi Keuangan yang wajib bentuk PIKK berdasarkan aspek skala, kompleksitas, dan keterkaitan. 
Pengaturan dalam POJK tersebut secara substantif difokuskan pada kriteria KK yang wajib membentuk PIKK. Di sisi lain, masih terdapat KK yang tidak wajib membentuk PIKK, namun tetap memiliki keterkaitan kepemilikan dan aktivitas lintas sektor jasa keuangan. Terhadap kelompok ini, pengaturan dan pendekatan pengawasan yang spesifik belum sepenuhnya diatur, sehingga dalam POJK KK dan PIKK dibuka ruang untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut terkait pengawasan terhadap KK yang tidak wajib membentuk PIKK. 

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap KK yang tidak wajib membentuk PIKK, yang selanjutnya disebut Grup Keuangan. Pengaturan dan pengawasan Grup Keuangan khususnya difokuskan pada mitigasi atas risiko Transaksi Intragrup pada Grup Keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Grup Keuangan.
	
	

	Mengingat:
	
	
	

	a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
	
	
	

	b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); dan
	
	
	

	
	
	
	

	MEMUTUSKAN:
	
	
	

	Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG GRUP KEUANGAN
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	KETENTUAN UMUM
	
	
	

	Pasal 1
	
	
	

	Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
	
	
	

	1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
	
	
	

	2. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.
	
	
	

	3. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas pihak dimaksud.
	
	
	

	4. Pemegang Saham Pengendali Terakhir (ultimate shareholders) yang selanjutnya disingkat PSPT adalah orang perseorangan atau negara yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham perusahaan dan merupakan pengendali terakhir atau pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) dari suatu perusahaan atau kelompok usaha.
	
	
	

	5. Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (Financial Holding Company) yang selanjutnya disingkat PIKK adalah badan hukum yang dimiliki oleh PSP atau PSPT untuk mengendalikan, mengonsolidasikan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas Konglomerasi Keuangan.
	
	
	

	6. Grup Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan yang tidak memenuhi kriteria wajib membentuk PIKK sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.
	
	
	

	7. Entitas Koordinator adalah LJK yang ditunjuk sebagai koordinator dalam Grup Keuangan.
	
	
	

	8. Transaksi Intragrup yaitu transaksi keuangan dan/atau non-keuangan yang dilakukan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu grup dalam rangka pemenuhan kewajiban kontraktual dan non-kontraktual baik yang diikuti perpindahan dana ataupun tidak diikuti perpindahan dana.
	
	
	

	9. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan LJK, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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	STRUKTUR GRUP KEUANGAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 2
	
	
	

	(1) Grup Keuangan dapat berupa:
	
	
	

	a. Grup Keuangan sektoral; atau
	Contoh Grup Keuangan sektoral:
a. Grup di sektor perbankan 




b. Grup di sektor perasuransian
 
c. Grup di sektor pasar modal



	
	

	b. Grup Keuangan lintas sektor.
	Contoh Grup Keuangan lintas sektor: 
 
 



	
	

	(2) Grup Keuangan sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup 2 (dua) LJK pada sektor yang sama.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Grup Keuangan lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup 2 (dua) LJK pada sektor yang berbeda.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Struktur Grup Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Entitas Koordinator; dan
	Cukup jelas.
	
	

	b. anggota Grup Keuangan. 
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Anggota Grup Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
	Cukup jelas.
	
	

	a. perusahaan anak; dan/atau 
	Yang dimaksud perusahaan anak yaitu badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh  LJK secara langsung maupun tidak langsung baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan, yang terdiri atas:
a. Perusahaan subsidiari (subsidiary company) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan LJK lebih dari 50% (lima puluh persen);
b. Perusahaan partisipasi (participation company) yaitu perusahaan anak dengan kepemilikan LJK 50% (lima puluh persen) atau kurang, namun LJK memiliki pengendalian terhadap perusahaan;
c. Perusahaan dengan kepemilikan LJK lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) yang memenuhi persyaratan, yaitu:
1)	kepemilikan LJK dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan
2)	masing-masing pemilik melakukan pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak.
d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan diwajibkan untuk dikonsolidasikan.
	
	

	b. perusahaan terelasi beserta perusahaan anaknya.
	Yang dimaksud perusahaan terelasi (sister company) yaitu beberapa LJK yang terpisah secara kelembagaan dan/atau secara hukum namun dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP yang sama.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 3
	
	
	

	
	
	
	

	(1) Anggota Grup Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b berupa LJK yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau syariah, yang terdiri atas:
	Cukup jelas.
	
	

	a. bank; 
	Cukup jelas.
	
	

	b. perusahaan perasuransian; 
	Cukup jelas.
	
	

	c. perusahaan efek;
	Cukup jelas.
	
	

	d. perusahaan pembiayaan; 
	Cukup jelas.
	
	

	e. perusahaan pembiayaan infrastruktur; 
	Cukup jelas.
	
	

	f. lembaga penjamin; 
	Cukup jelas.
	
	

	g. dana pensiun; 
	Cukup jelas.
	
	

	h. perusahaan modal ventura; 
	Cukup jelas.
	
	

	i. pergadaian;
	Cukup jelas.
	
	

	j. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; 
	Cukup jelas.
	
	

	k. penyelenggara penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi; dan/atau
	Cukup jelas.
	
	

	l. LJK lainnya.
	Yang dimaksud dengan “LJK lainnya” adalah LJK lain yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi anggota Grup Keuangan.
	
	

	(2) Selain LJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan entitas non-LJK sebagai anggota Grup Keuangan.
	Entitas non-LJK yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Grup Keuangan merupakan perusahaan anak Entitas Koordinator dan/atau perusahaan anak anggota Grup Keuangan yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Grup Keuangan.
Contoh entitas non-LJK yang menunjang kegiatan usaha LJK dan/atau Grup Keuangan, antara lain:
a. penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. entitas yang mendapat penyertaan modal bank yang mendukung kegiatan usaha bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 4
	
	
	

	
	
	
	

	(1) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
	Pertimbangan tertentu, antara lain, berdasarkan kompleksitas kegiatan usaha dan total aset Grup Keuangan.
	
	

	a. menetapkan LJK dan/atau entitas non LJK yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian, sebagai Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	b. menetapkan suatu Grup Keuangan tidak lagi menjadi Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap Grup Keuangan sebagai bagian dari tugas pengaturan dan pengawasan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
	Cukup jelas.
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	ENTITAS KOORDINATOR
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 5
	
	
	

	Kriteria Entitas Koordinator
	
	
	

	(1) Grup Keuangan wajib memiliki Entitas Koordinator.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Pihak yang ditunjuk sebagai Entitas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LJK yang memiliki:
a. total aset terbesar; dan/atau
b. kualitas penerapan manajemen risiko yang baik dalam Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) PSP dan/atau PSPT wajib mengidentifikasi keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan LJK lain dan/atau entitas non LJK dalam menentukan anggota Grup Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 6
	
	
	

	(1) Grup Keuangan wajib memiliki Entitas Koordinator.
	
	
	

	(2) Dalam hal struktur Grup Keuangan terdiri atas LJK perusahaan induk dan LJK perusahaan anak, maka Entitas Koordinator adalah LJK perusahaan induk.
	Sebagai contoh: 
LJK A adalah LJK perusahaan induk dari LJK perusahaan anak yang terdiri dari LJK B dan LJK C secara langsung, serta LJK D dan LJK E secara
tidak langsung. Dengan demikian, Entitas Koordinator dari Grup Keuangan lintas sektor adalah LJK A. Untuk jelasnya, sebagaimana bagan di bawah ini.

	
	

	(3) Dalam hal struktur Grup Keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSP dan/atau PSPT menunjuk LJK perusahaan induk dan/atau anggota Grup Keuangan  untuk bertindak sebagai Entitas Koordinator.
	Penunjukan Entitas Koordinator antara lain dapat mengacu pada Pasal 5 Ayat (2)
	
	

	(4) Dalam hal Grup Keuangan dimiliki oleh lebih dari satu pihak dengan porsi kepemilikan yang sama, penunjukan Entitas Koordinator berdasarkan pada perjanjian yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan atau komitmen secara tertulis di antara pihak dengan porsi kepemilikan yang sama.
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan PSP dan/atau PSPT dari Grup Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap:
a. LJK dan/atau entitas non-LJK yang termasuk dalam Grup Keuangan; dan/atau
b. LJK yang ditunjuk menjadi Entitas Koordinator.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 7
	
	
	

	Penunjukan Entitas Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
	
	
	

	Tugas dan Tanggung Jawab Entitas Koordinator
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 8
	
	
	

	Entitas Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab:
	Cukup jelas
	
	

	1. Menyusun pedoman dan melakukan koordinasi pelaksanaan tata kelola terkait transaksi Intragrup dan risiko kredit Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	2. Melakukan pemantauan dan penilaian Transaksi Intragrup dan risiko kredit Grup Keuangan;
	Pemantauan Transaksi Intragrup bertujuan antara lain untuk:
1. Mengidentifikasi dan memantau eksposur Transaksi Intragrup yang dapat merugikan suatu LJK karena adanya permasalahan di LJK lainnya;
2. Mendeteksi Transaksi Intragrup yang tidak memperhatikan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principles);
3. Mendeteksi Transaksi Intragrup yang berdampak kepada kinerja keuangan masing-masing LJK dalam Grup Keuangan; dan
4. Mengidentifikasi ketergantungan suatu LJK kepada LJK lainnya dalam Grup Keuangan.
Permasalahan utama yang terdapat dalam risiko Transaksi Intragrup adalah berupa penularan (contagion), benturan kepentingan (conflicts of interest) dan permasalahan lainnya antara lain moral hazard dan ketergantungan bisnis dan operasional (business and operational dependency).
	
	

	3. Melakukan penilaian kecukupan permodalan Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	4. Mendukung pengelolaan anggota Grup Keuangan yang sehat dan berkesinambungan; dan
	Cukup jelas.
	
	

	5. Melakukan pemenuhan kepatuhan Grup Keuangan dan memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 9
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator harus menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. rencana pembentukan Grup Keuangan disertai dengan struktur Grup Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5); dan 
	Cukup jelas.
	
	

	b. dokumen penunjukan sebagai Entitas Koordinator dari PSP bagi LJK yang ditunjuk sebagai Entitas Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), atau ayat (4).
	Dokumen penunjukan Entitas Koordinator ditandatangani oleh direktur utama atau 1 (satu) atau lebih anggota direksi yang mewakili PSP, bagi PSP berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang setara bagi PSP selain berbadan hukum perseroan terbatas atau PSP berbadan hukum asing.
Bagi PSP perorangan, dokumen penunjukan Entitas Koordinator ditandatangani oleh perorangan yang bersangkutan.
	
	

	(2) Rencana pembentukan Grup Keuangan disertai dengan struktur Grup Keuangan dan dokumen penunjukan sebagai Entitas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Grup Keuangan memenuhi persyaratan pembentukan Grup keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat penegasan terhadap rencana pembentukan Grup Keuangan kepada LJK.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana pembentukan  Grup Keuangan disertai dengan struktur Grup Keuangan dan dokumen penunjukan sebagai Entitas Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.).
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 10
	
	
	

	(1) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan/atau Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Toc222942381]BAB IV
	
	
	

	PIAGAM KORPORASI
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 11
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib menyusun dan memiliki piagam korporasi Grup Keuangan.
	Yang dimaksud dengan “piagam korporasi” adalah komitmen tertulis antara Entitas Koordinator dan anggota Grup Keuangan.
	
	

	(2) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
	Cukup jelas.
	
	

	a. tujuan, dasar penyusunan, dan ruang lingkup;
	Cukup jelas.
	
	

	b. struktur Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	c. tugas dan tanggung jawab direksi Entitas Koordinator dan direksi anggota Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	d. kriteria Transaksi Intragrup yang sehat;
	Cukup jelas.
	
	

	e. komitmen kerahasiaan dan informasi;
	Cukup jelas.
	
	

	f. penanganan benturan kepentingan; dan
	Cukup jelas.
	
	

	g. koordinasi dan pemantauan dalam Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Cakupan tugas dan tanggung jawab pengelolaan Grup Keuangan antara Entitas Koordinator dan/atau anggota Grup Keuangan disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Grup Keuangan.
	Karakteristik usaha Grup Keuangan, antara lain, jumlah sektor kegiatan usaha Grup Keuangan. 
Kompleksitas usaha Grup Keuangan, antara lain, jenis produk dan aktivitas, jumlah jaringan kantor, dan lokasi jaringan kantor dari anggota Grup Keuangan.
	
	

	(4) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh:
	Penandatanganan dilakukan oleh:
a. direktur utama dan/atau direktur LJK yang bertindak sebagai Entitas Koordinator; dan
b. direktur utama atau direksi lain yang mewakili anggota Grup Keuangan.
	
	

	a. direksi Entitas Koordinator; dan
	Cukup jelas.
	
	

	b. direksi LJK anggota Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 12
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib menyampaikan dokumen piagam korporasi Grup Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah memperoleh surat penetapan Grup Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal terdapat perubahan muatan piagam korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Entitas Koordinator wajib menyampaikan dokumen perubahan piagam korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan sejak perubahan piagam korporasi ditandangani.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal penyampaian dokumen piagam korporasi Grup Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau perubahan muatan piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, dokumen piagam korporasi atau perubahan muatan piagam korporasi disampaikan pada hari kerja berikutnya.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Piagam korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Entitas Koordinator kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui satuan kerja pengawas LJK yang bertindak sebagai Entitas Koordinator.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 13
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (4),  Pasal 12 ayat (1), dan/atau ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ayat (4), Pasal 12 ayat (1), dan/atau ayat (2), Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Toc222942382]BAB V
	
	
	

	PENILAIAN RISIKO GRUP KEUANGAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 14
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib melakukan identifikasi, penilaian dan pemantauan risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit yang sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Grup Keuangan secara keseluruhan.
	Identifikasi dan pengelolaan Transaksi Intragrup antara lain terkait dengan produk dan Transaksi Intragrup yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Grup Keuangan secara keseluruhan.

Risiko Transaksi Intragrup merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu grup dalam rangka pemenuhan kewajiban kontraktual dan non-kontraktual baik yang diikuti perpindahan dana ataupun tidak diikuti perpindahan dana.

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansial.

Dalam melakukan penilaian, Entitas Koordinator menilai risiko inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) atas risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit 

	
	

	(2) Jenis Transaksi Intragrup meliputi:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Transaksi keuangan, mencakup:
	Cukup jelas.
	
	

	1. Pinjaman antar perusahaan;
	Cukup jelas.
	
	

	2. Transfer aset;
	Cukup jelas.
	
	

	3. Pembelian dan penjualan layanan atau produk;
	Cukup jelas.
	
	

	4. Pengalihan risiko;
	Cukup jelas.
	
	

	5. Pembagian biaya;
	Cukup jelas.
	
	

	6. Pembayaran dividen;
	Cukup jelas.
	
	

	7. Pengelolaan likuiditas terpusat;
	Cukup jelas.
	
	

	8. Pengaturan transfer harga;
	Cukup jelas.
	
	

	9. Transaksi jual beli surat utang; dan
	Surat utang mencakup surat utang korporasi, sukuk, commercial paper lainnya
	
	

	10. Transaksi negosiasi.
	Cukup jelas.
	
	

	b. Transaksi non keuangan, mencakup:
	Cukup jelas.
	
	

	1. pengalihan aset tak berwujud seperti paten, merek dagang, dan lisensi;
	Cukup jelas.
	
	

	2. jasa manajemen dan dukungan seperti konsultasi dan layanan IT yang diberikan antar entitas dalam Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 15
	
	
	

	Entitas Koordinator wajib menyusun pedoman penilaian dan pemantauan risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit yang paling sedikit mencakup:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Prosedur dan kebijakan pelaksanaan Transaksi Intragrup Grup Keuangan;
	Prosedur pelaksanaan Transaksi Intragrup, antara lain memuat metodologi dan mekanisme penilaian risiko Transaksi Intragrup.
1. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko Transaksi Intragrup merupakan bagian dalam penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Kebijakan tersebut harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Grup Keuangan dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan seluruh LJK dalam Grup Keuangan.
2. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko Transaksi Intragrup didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh LJK dalam Grup Keuangan.
3. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko Transaksi Intragrup harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha, risk appetite dan risk tolerance, kecukupan permodalan, kompetensi sumber daya manusia (SDM), teknologi yang dimiliki, posisi pasar, wilayah operasi, dan sejalan dengan peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktik usaha yang sehat.
	
	

	b. Prosedur dan penetapan limit risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit Grup Keuangan serta kerangka risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) Grup Keuangan secara keseluruhan;
	Prosedur dan penetapan limit risiko paling sedikit meliputi:
a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas termasuk dalam hal mentransfer risiko kepada pihak ketiga;
b. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit;
c. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala paling sedikit satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan
perkembangan Grup Keuangan; dan
d. Penetapan limit dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan risiko, yang mencakup limit secara keseluruhan dan limit tiap aktivitas LJK yang memiliki eksposur risiko.
Kebijakan limit harus didokumentasikan dengan baik dan dilakukan review secara berkala oleh Direksi dan/atau satuan kerja manajemen risiko pada masing-masing LJK anggota Grup Keuangan untuk menyesuaikan terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

	
	

	c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit Grup Keuangan;
	Identifikasi Transaksi Intragrup antara lain memuat metode atau sistem untuk
melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas LJK dalam Grup  Keuangan,  analisis seluruh sumber risiko yang paling sedikit dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas usaha LJK dalam Grup Keuangan termasuk standar perjanjian yang digunakan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.
Pengukuran Transaksi Intragrup antara lain memuat indikator/parameter berupa komposisi transaksi Transaksi Intragrup, dokumentasi dan kewajaran transaksi, dan informasi Transaksi Intragrup lainnya. Sistem pengukuran Transaksi Intragrup paling sedikit harus dapat mengukur:
a. Kemungkinan timbulnya risiko Transaksi Intragrup dari produk dan/atau aktivitas yang dilakukan oleh LJK dalam Grup Keuangan;
b. Kecenderungan perubahan yang terjadi baik di ekstern maupun intern yang dapat memengaruhi kondisi risiko Transaksi Intragrup; dan
c. Pengaruh dari risiko Transaksi Intragrup terhadap profil risiko Grup Keuangan secara keseluruhan.
Sistem pengukuran risiko Transaksi Intragrup harus dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur
risiko Transaksi Intragrup.
Pemantauan Transaksi Intragrup antara lain memuat pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko Transaksi Intragrup dan kepatuhan limit intern maupun konsistensi antara pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
Pengendalian Transaksi Intragrup antara lain memuat pengelolaan sistem pengendalian risiko Transaksi Intragrup yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan eksposur risiko maupun risk appetite secara keseluruhan.
	
	

	d. Metode penilaian risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit Grup Keuangan; dan
	Yang dimaksud dengan “Risiko Transaksi Intragrup” adalah Risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu grup dalam rangka pemenuhan kewajiban kontraktual dan non-kontraktual baik yang diikuti perpindahan dana ataupun tidak diikuti perpindahan dana.

Dalam menilai risiko inheren atas risiko Transaksi Intragrup, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Transaksi Intragrup dalam Grup Keuangan; b) Dokumentasi dan kewajaran transaksi; dan c) Informasi lainnya.

Dalam menilai risiko kredit, parameter yang digunakan antara lain: a) Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi; b) Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan; dan c) Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana.
	
	

	e. Pelaksanaan kaji ulang secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan Grup Keuangan untuk memastikan paling sedikit:
	Cukup jelas.
	
	

	1. keakuratan metodologi penilaian risiko Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	2. strategi dan risk appetite Grup Keuangan relevan dengan perkembangan Grup Keuangan dan melakukan penyesuaian dalam hal terdapat perubahan material;
	Cukup jelas.
	
	

	3. pemantauan eksposur risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit sebagai bagian dari eksposur risiko Grup Keuangan secara keseluruhan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 16
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan/atau Pasal 15, Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk  melakukan kegiatan usaha tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
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	PERMODALAN GRUP KEUANGAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 17
	
	
	

	
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib melakukan penilaian kecukupan permodalan Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Entitas Koordinator menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum  Grup Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum Grup Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Entitas Koordinator, memperhatikan antara lain: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. double dan multiple gearing permodalan; dan
	Yang dimaksud dengan “double atau multiple gearing” adalah kondisi adanya penyertaan atau penempatan modal antar LJK anggota Grup Keuangan yang menyebabkan modal Grup Keuangan dinilai lebih besar dari yang seharusnya (overstated).

	
	

	b. excessive leverage, yang timbul antara lain karena perusahaan induk menerbitkan instrumen hutang kemudian menyetorkannya sebagai modal pada LJK anggota Grup Keuangan.
	Yang dimaksud dengan “excessive leverage” adalah kondisi adanya pinjaman yang berlebihan oleh suatu LJK yang ditempatkan dalam bentuk modal pada LJK lain.
	
	

	(4) Dalam hal Grup Keuangan memiliki Bank sebagai perusahaan induk maka perhitungan permodalan konsolidasi dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai permodalan perbankan.
	Jika terdapat entitas di dalam Grup Keuangan yang merupakan entitas LJK dan/atau entitas Non-LJK yang tidak dapat dikonsolidasikan permodalannya sesuai standar internasional yang berlaku, maka dilakukan perhitungan kecukupan permodalan Grup Keuangan dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum Grup Keuangan.
Yang dimaksud dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai permodalan perbankan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 18
	
	
	

	(1) Dalam menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum Grup Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Entitas Koordinator menghitung total modal aktual Grup Keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal aktual masing-masing entitas dalam Grup Keuangan secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak dalam Grup Keuangan sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.
	Modal aktual masing-masing LJK dalam Grup Keuangan yang diperhitungkan dalam total modal aktual Grup Keuangan, antara lain:
1. bagi Bank adalah modal inti aktual dan modal pelengkap aktual.
2. bagi Perusahaan Pembiayaan adalah Modal Inti Aktual dan Modal Pelengkap Aktual.
3. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah modal yang disesuaikan aktual.
4. bagi Perusahaan Modal Ventura adalah total ekuitas aktual.
5. bagi Pergadaian adalah total ekuitas aktual.
6. bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah total ekuitas aktual.
7. bagi Perusahaan Efek adalah Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) aktual.
8. bagi Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) adalah total ekuitas aktual.
9. bagi Perusahaan Asuransi/Reasuransi adalah nilai aktual dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas.
10. bagi Pialang Asuransi/Reasuransi dan Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster) adalah total ekuitas aktual.
11. bagi Lembaga Penjamin adalah total ekuitas.
12. bagi Dana Pensiun adalah kekayaan untuk pendanaan aktual.
13. bagi Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah total ekuitas aktual.
14. bagi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah total ekuitas aktual.
15. bagi Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah total ekuitas aktual.
16. bagi Pedagang Aset Keuangan Digital adalah total ekuitas aktual.
17. bagi Penilai Kredit Alternatif adalah modal disetor aktual.
	
	

	(2) Total modal aktual Grup Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikurangi dengan faktor pengurang modal berupa:
	Cukup jelas.
	
	

	a. penyertaan modal LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan; dan/atau 
	Cukup jelas.
	
	

	b. penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain dimaksud, 
	Cukup jelas.
	
	

	sepanjang belum diperhitungkan dalam perhitungan modal atau belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal pada masing-masing sektor keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 19
	
	
	

	Dalam menghitung rasio kewajiban penyediaan modal minimum Grup Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Entitas Koordinator menghitung Total Modal Minimum Grup Keuangan dengan cara menjumlahkan nilai nominal dari modal minimum masing-masing LJK secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak yang wajib dipenuhi oleh masing-masing LJK dalam Grup Keuangan sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan.
	Modal minimum masing-masing LJK dalam Grup Keuangan yang diperhitungkan dalam total modal minimum Grup Keuangan, antara lain:
1. bagi Bank adalah modal minimum sesuai profil risiko.
2. bagi Perusahaan Pembiayaan adalah modal inti minimum dan modal pelengkap minimum.
3. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah modal yang disesuaikan minimum.
4. bagi Perusahaan Modal Ventura adalah total ekuitas minimum.
5. bagi Pergadaian adalah total ekuitas minimum.
6. bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah total ekuitas minimum.
7. bagi Perusahaan Efek adalah nilai minimum Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD).
8. bagi Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding) adalah total ekuitas minimum.
9. bagi Perusahaan Asuransi/Reasuransi adalah nilai minimum dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas.
10. bagi Pialang Asuransi/Reasuransi dan Penilai Kerugian Asuransi (Adjuster) adalah total ekuitas minimum.
11. bagi Lembaga Penjamin adalah Regulatory Capital Adequacy Ratio (RCAR).
12. bagi Dana Pensiun adalah kekayaan untuk pendanaan minimum.
13. bagi Penyelenggara Bursa Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah total ekuitas minimum.
14. bagi Lembaga Kliring Penjaminan dan Penyelesaian Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah total ekuitas minimum.
15. bagi Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto adalah total ekuitas minimum.
16. bagi Pedagang Aset Keuangan Digital adalah total ekuitas minimum.
17. bagi Penilai Kredit Alternatif adalah modal disetor minimum.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 20
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa larangan untuk  melakukan kegiatan usaha tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Entitas Koordinator, anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
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	KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 21
	
	
	

	Dalam pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Grup Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:​
	Cukup jelas.
	
	

	a. menunjuk dan menetapkan suatu LJK dalam Grup Keuangan sebagai Entitas Koordinator;
	Cukup jelas.
	
	

	b. menolak dan/atau menyesuaikan suatu LJK sebagai Entitas Koordinator Grup Keuangan, termasuk memerintahkan PSP dan/atau PSPT untuk menunjuk dan/atau menyesuaikan suatu LJK dalam Grup Keuangan sebagai Entitas Koordinator;
	Cukup jelas.
	
	

	c. memerintahkan perbaikan dan/atau penyesuaian dalam hal struktur kepemilikan dan/atau organisasi Grup Keuangan mengganggu efektivitas pengawasan Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	d. melakukan penilaian terhadap setiap perubahan struktur Grup Keuangan; 
	Cukup jelas.
	
	

	e. Memerintahkan Grup Keuangan untuk melakukan penyesuaian terhadap LJK yang termasuk dalam Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	f. Menetapkan LJK yang sebelumnya merupakan anggota Grup Keuangan tidak lagi menjadi anggota Grup Keuangan; dan/atau
	Cukup jelas.
	
	

	g. melakukan pengawasan termasuk:
	Cukup jelas.
	
	

	1. mendapatkan data dan/atau informasi terhadap:
	Cukup jelas.
	
	

	1) Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	2) Entitas Koordinator;
	Cukup jelas.
	
	

	3) anggota Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	4) pihak terelasi dalam Grup Keuangan; dan/atau
	Pihak terelasi di antaranya mencakup perusahaan nonkeuangan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP atau PSPT.
	
	

	5) pihak lain yang terkait dengan Grup Keuangan; dan/atau
	Pihak lain yang terkait di antaranya mencakup PSP, PSPT, atau pihak yang memiliki hubungan transaksi keuangan dengan Grup Keuangan
	
	

	2. memerintahkan perbaikan dan/atau tindak lanjut yang diperlukan kepada entitas dalam Grup Keuangan.
	Perintah melakukan langkah perbaikan atau tindak lanjut kepada entitas di dalam Grup Keuangan misalnya dalam hal dinilai terdapat excessive risk.
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Toc222942385]BAB VIII
	
	
	

	PELAPORAN
	
	
	

	Bagian Kesatu
	
	
	

	Perubahan Struktur Grup Keuangan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 22
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terdapat:
	Laporan disampaikan oleh Direksi LJK yang bertindak sebagai Entitas Koordinator.
	
	

	a. Perubahan struktur Grup Keuangan;
	Cukup jelas.
	
	

	b. Perubahan anggota Grup Keuangan; dan
	Laporan disertai dengan besaran kepemilikan dan/atau pengendalian.
	
	

	c. Pengakhiran Grup Keuangan.
	Laporan disertai dengan alasan.
	
	

	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja: 
	Cukup jelas.
	
	

	a. sejak adanya perubahan struktur Grup Keuangan dan/atau anggota Grup Keuangan; dan
	
	
	

	b. sebelum pengakhiran Grup Keuangan.
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Kedua
	
	
	

	Laporan Penilaian Transaksi Intragrup dan Risiko Grup Keuangan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 23
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib menyusun dan menyampaikan laporan Transaksi Intragrup kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit memuat:
	Cukup jelas.
	
	

	a. Rekapitulasi Transaksi Intragrup dari setiap jenis Transaksi Intragrup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2) sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
	Cukup jelas.
	
	

	b. Perjanjian penting antar anggota Grup Keuangan termasuk informasi yang paling sedikit memuat:
	Yang dimaksud dengan perjanjian penting adalah perjanjian transaksi antar entitas Grup Keuangan yang bersifat signifikan dan berdampak luas terhadap kelangsungan bisnis Grup Keuangan, misalnya perjanjian terkait corporate action dan/atau lainnya.
	
	

	1. harga;
	Cukup jelas.
	
	

	2. penetapan besaran suku bunga;
	Cukup jelas.
	
	

	3. penetapan besaran fee;
	Cukup jelas.
	
	

	4. pendapatan yang diperoleh;
	Cukup jelas.
	
	

	5. agunan;
	Cukup jelas.
	
	

	6. term of payment; dan
	Cukup jelas.
	
	

	7. persyaratan yang signifikan,
	Cukup jelas.
	
	

	sebagaimana format pada Lampiran Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.
	
	
	

	(2) Entitas Koordinator wajib menyusun dan menyampaikan laporan penilaian risiko Grup Keuangan yang meliputi:
a. tingkat risk appetite dan risk tolerance Grup Keuangan;
b. penilaian risiko inheren atas risiko Transaksi Intragrup dan risiko kredit Grup Keuangan; dan 
c. penilaian kualitas penerapan penilaian Transaksi Intragrup dan manajemen risiko kredit Grup Keuangan,
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana format pada Lampiran Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.
	Ayat (2) huruf a 
Cukup jelas.

Ayat (2) huruf b
Entitas Koordinator dalam menilai risiko inheren atas risiko Transaksi Intragrup menggunakan parameter dan contoh indikator yang relevan dengan berpedoman pada Matriks Jenis Risiko, Parameter dan Indikator Penilaian Risiko Inheren sebagaimana dimaksud pada Lampiran.

Ayat (2) huruf c
Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan manajemen risiko atas risiko Transaksi Intragrup, yang penerapannya sangat bervariasi sesuai dengan struktur, skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Grup Keuangan.
Yang harus diperhatikan Entitas Koordinator dalam melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko yaitu:
1) Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Koordinator;
2) Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Manajemen Risiko;
3) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko; dan
4) Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko.
Penetapan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan secara komprehensif dan mengidentifikasi keandalan ataupun kelemahan-kelemahan utama pada keempat cakupan dimaksud.
	
	

	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
a. tanggal 15 (lima belas) bulan Agustus untuk laporan posisi akhir bulan Juni; dan
b. tanggal 15 (lima belas) bulan Februari untuk laporan posisi akhir bulan Desember. 
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
	Cukup jelas.
	
	

	(6) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Entitas Koordinator menyampaikan laporan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
	Cukup jelas.
	
	

	(7) Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Entitas Koordinator wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan informasi dalam laporan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
	
	
	

	Laporan Penilaian Kecukupan Permodalan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 24
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator wajib menyusun dan menyampaikan laporan penilaian kecukupan permodalan Grup Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana format pada Lampiran Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.
	Laporan penilaian kecukupan permodalan Grup Keuangan antara lain memuat: 
a. modal aktual dari masing-masing LJK anggota Grup Keuangan; 
b. total modal aktual Grup Keuangan; 
c. modal minimum yang wajib dipenuhi oleh masing masing LJK anggota Grup Keuangan; 
d. total modal minimum Grup Keuangan; 
e. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Grup Keuangan; 
f. Rincian penyertaan modal antar LJK dalam Grup Keuangan; dan
g. Rincian penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain dimaksud.
	
	

	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tahunan untuk periode yang berakhir pada bulan Desember.
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan Februari tahun berikutnya.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
	Cukup jelas.
	
	

	(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Entitas Koordinator menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
	Cukup jelas.
	
	

	(6) Dalam hal terdapat kesalahan data dan/atau informasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Entitas Koordinator wajib menyampaikan koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	Pasal 25
	
	
	

	Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta laporan lainnya yang disampaikan oleh Entitas Koordinator secara insidental.
	Laporan lainnya, antara lain laporan transaksi Entitas Koordinator dan/atau anggota Grup Keuangan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan dengan grup yang lebih luas (wider group), jika Grup Keuangan merupakan bagian dari struktur grup yang lebih luas.
Misalnya, Entitas Koordinator dan/atau anggota Grup Keuangan memiliki perusahaan induk utama (parent company) dan/atau perusahaan terelasi (sister company) yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh PSP dan/atau PSPT yang sama, namun perusahaan dimaksud bukan termasuk bagian dari Grup Keuangan.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Bagian Ketiga
	
	
	

	Penyampaian Laporan
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 26
	
	
	

	
	
	
	

	(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
	Keadaan kahar, antara lain, kegagalan sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
Sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat https://sipenaojk.ojk.go.id atau alamat lain yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan
	
	

	(3) Dalam hal sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
	Keadaan kahar, antara lain, kegagalan sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.
Penyampaian ditujukan kepada satuan kerja di Otoritas Jasa Keuangan yang membawahkan fungsi pengawasan LJK yang bertindak sebagai Entitas Koordinator.
	
	

	
	
	
	

	Bagian Keempat
	
	
	

	Sanksi Administrasi
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 27
	
	
	

	(1) Entitas Koordinator, Anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
	Cukup jelas.
	
	

	(2) Entitas Koordinator, Anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
	Cukup jelas.
	
	

	(3) Dalam hal Entitas Koordinator, Anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 24, Entitas Koordinator, Anggota Grup Keuangan PSP, dan/atau PSPT dikenai sanksi administratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha tertentu.
	Cukup jelas.
	
	

	(4) Dalam hal Entitas Koordinator, Anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama Entitas Koordinator, Anggota Grup Keuangan, PSP, dan/atau PSPT dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
	Cukup jelas.
	
	

	
	
	
	

	BAB IX
	
	
	

	KETENTUAN PERALIHAN
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 28
	
	
	

	Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 pertama kali dilakukan untuk periode laporan berikutnya setelah memperoleh penetapan Grup Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan.
	Contoh: 
1. Dalam hal penetapan Grup Keuangan pada November 2026, maka penyampaian laporan pertama kali untuk posisi Desember 2026 yang disampaikan paling  lambat 15 Februari 2027.
2. Dalam hal penetapan Grup Keuangan pada Desember 2026, maka penyampaian: 
a. laporan Transaksi Intragrup Grup Keuangan pertama kali untuk posisi Juni 2027 
b. laporan penilaian risiko Grup Keuangan pertama kali untuk posisi Juni 2027
c. laporan penilaian kecukupan permodalan Grup Keuangan pertama kali untuk posisi Juni 2027
disampaikan paling  lambat 15 Agustus 2027.
3. Dalam hal penetapan Grup Keuangan pada Maret 2027, maka penyampaian:
a. laporan Transaksi Intragrup Grup Keuangan pertama kali untuk posisi Juni 2027 
b. laporan penilaian risiko Grup Keuangan pertama kali untuk posisi Juni 2027
c. laporan penilaian kecukupan permodalan Grup Keuangan pertama kali untuk posisi Juni 2027
disampaikan paling  lambat 15 Agustus 2027.

	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	[bookmark: _Toc222942386]BAB X
	
	
	

	KETENTUAN PENUTUP
	
	
	

	
	
	
	

	Pasal 29
	
	
	

	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	
	
	

	
	
	
	

	Ditetapkan di Jakarta
	
	
	

	pada tanggal xx xxx 2026
	
	
	

	
	
	
	

	KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	FRIDERICA WIDYASARI DEWI
	
	
	

	
	
	
	

	Diundangkan di Jakarta
	
	
	

	pada tanggal xx xxxx 2026
	
	
	

	
	
	
	

	MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	SUPRATMAN ANDI ATGAS
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[bookmark: _Toc222942387]LAMPIRAN I
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR XX TAHUN 2026 TENTANG    
GRUP KEUANGAN

LAPORAN RINCIAN TRANSAKSI INTRAGRUP

A. FORM DAFTAR RINCIAN TRANSAKSI INTRAGRUP
	I
	II
	III

	Sandi Pemberi Dana
	Sandi Penerima Dana
	Jenis Transaksi

	

	
	
	



	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	Kategori Transaksi Surat Berharga
	Jenis Penggunaan
	No. Akad
	Jenis Valuta
	Kualitas
	Suku Bunga
	Nominal
	Agunan

	
	
	
	
	
	Tingkat Suku Bunga
	Jenis Suku Bunga
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



B. FORM DAFTAR RINCIAN SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM GRUP KEUANGAN

	I
	II
	III
	IV

	Nomor Dokumen Perjanjian Kerja Sama
	Nama Dokumen Perjanjian Kerja Sama
	Periode Kerja Sama
	Ruang Lingkup Kerja Sama

	
	
	Tanggal Awal Periode Kerja Sama
	Tanggal Akhir Periode Kerja Sama
	

	
	
	
	
	



	V
	VI
	VII

	Uraian Lingkup Kerja Sama
	Nilai Kerja Sama
	Sandi Entitas


	
	
	

	
	
	


[bookmark: _Toc222942388]LAMPIRAN II
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR XX TAHUN 2026 TENTANG    
GRUP KEUANGAN

LAPORAN PENILAIAN RISIKO TRANSAKSI INTRAGRUP GRUP KEUANGAN

A. PARAMETER DAN INDIKATOR PENILAIAN RISIKO TRANSAKSI INTRAGRUP

	Indikator
	Parameter
	LJK 1
	...
	GK

	Komposisi Transaksi Intragrup dalam Grup Keuangan (GK)
	a. LJK :   ; GK :  
b. LJK : 
GK: 
c. LJK: 
GK: 
d. LJK: 
GK: 
e. LJK: 
GK: 
f. LJK: 
GK: 
g. Eksposur kepada pemegang saham pengendali (termasuk eksposur pinjaman dan off-balance sheet seperti jaminan dan komitmen)
h. Eksposur yang timbul dari penempatan aset nasabah kepada perusahaan lain dalam satu grup
	
	
	

	Dokumentasi dan Kewajaran Transaksi
	a. Dokumentasi perjanjian
b. Pemenuhan asas arm’s length (kewajaran transaksi)
c. Dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK
	
	
	

	Informasi Lainnya
	a. Terdapat sentralisasi manajemen terkait dengan likuiditas jangka pendek
b. Dukungan intragrup tidak mengikat secara hukum dan/atau tidak dapat dieksekusi
c. Operasional transaksi dimana satu perusahaan bertindak dengan atau atas nama perusahaan lain dalam satu grup
d. Penyediaan jasa manajemen dan jasa lainnya seperti kegiatan back-office antar perusahaan dalam satu grup
e. Pembelian atau penjualan aset kepada perusahaan lain dalam satu grup
	
	
	




B. PENETAPAN TINGKAT RISIKO TRANSAKSI INTRAGRUP

a. Tingkat Risiko Transaksi Intragrup
	Risiko Transaksi Intragrup
	Low
	Low to moderate
	Moderate
	Moderate to high
	High

	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Grup Keuangan dari risiko Transaksi Intragrup secara keseluruhan selama periode waktu tertentu di masa datang
	Sangat rendah
	Rendah
	Cukup tinggi
	Tinggi
	Sangat tinggi



b. Indikator Risiko Transaksi Intragrup
	No.
	Indikator
	Low
	Low to moderate
	Moderate
	Moderate to high
	High

	1
	Signifikansi Transaksi Intragrup terhadap total aset Grup Keuangan
	Tidak signifikan
	Kurang signifikan
	Cukup signifikan
	Signifikan
	Sangat signifikan

	2
	Ketergantungan LJK terhadap Transaksi Intragrup
	Sangat rendah
	Rendah
	Cukup tinggi
	Tinggi
	Sangat tinggi

	3
	Dokumentasi perjanjian transaksi dan dukungan intragrup
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai
	Kurang memadai
	Tidak memadai

	4
	Pemenuhan prinsip arm’s length dalam perjanjian Transaksi Intragrup secara keseluruhan
	Hampir seluruhnya memenuhi prinsip arm’s length
	Terdapat beberapa klausula yang tidak memenuhi prinsip arm’s length namun pengaruhnya tidak signifikan
	Terdapat beberapa klausula yang tidak memenuhi prinsip arm’s length namun pengaruhnya kurang signifikan
	Terdapat beberapa klausula yang tidak memenuhi prinsip arm’s length yang pengaruhnya cukup signifikan
	Terdapat beberapa klausula yang tidak memenuhi prinsip arm’s length yang pengaruhnya signifikan

	5
	Dampak Transaksi Intragrup kepada kinerja keuangan LJK
	Tidak signifikan
	Kurang signifikan
	Cukup signifikan
	Signifikan
	Sangat signifikan

	6
	Materialitas Transaksi Intragrup yang dapat mempengaruhi kondisi LJK maupun kondisi Grup Keuangan
	Tidak material
	Kurang material
	Cukup material
	Material
	Sangat material






C. PENILAIAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TRANSAKSI INTRAGRUP
a. Peringkat KPMR Risiko Transaksi Intragrup
	Risiko Transaksi Intragrup
	Strong
	Satisfactory
	Fair
	Marginal
	Unsatisfactory

	Kualitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Transaksi intragrup
	Sangat memadai
Terdapat kelemahan, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan
	Memadai
Terdapat beberapa kelemahan, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal
	Cukup memadai
Terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian, meskipun persyaratan minimum terpenuhi
	Kurang memadai
Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Transaksi Intragrup yang membutuhkan tindakan korektif segera
	Tidak memadai
Terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen Risiko Transaksi Intragrup yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama, usaha dan biaya yang sangat besar



b. Karakteristik/Kondisi Penerapan Manajemen Risiko untuk Transaksi Risiko Intragrup
	No.
	Karakteristik / Kondisi
	Strong
	Satisfactory
	Fair
	Marginal
	Unsatisfactory

	1
	Strategi dan tingkat risiko Transaksi Intragrup Grup Keuangan sejalan dengan toleransi risiko Grup Keuangan secara keseluruhan
	Sangat memadai dan telah sejalan
	Memadai dan telah sejalan
	Cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan
	Kurang memadai dan tidak sejalan
	Tidak memadai dan tidak sejalan

	2
	Awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi seluruh entitas dalam Grup Keuangan mengenai manajemen risiko Transaksi Intragrup
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai
	Kurang memadai
	Tidak memadai

	3
	Fungsi manajemen risiko Transaksi Intragrup Grup  Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, serta memadainya kebijakan, prosedur, dan limit Transaksi Intragrup dalam Grup Keuangan 
	Sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan
	Memadai dan terdapat kelemahan tidak signifikan yang dapat diselesaikan dalam aktivitas bisnis normal
	Cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu mendapat perhatian
	Kurang memadai dan terdapat kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan segera
	Tidak memadai dan terdapat kelemahan signifikan yang membutuhkan perbaikan fundamental

	4
	Proses manajemen Risiko Transaksi Intragrup pada entitas dalam Grup Keuangan  dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko Transaksi Intragrup Grup Keuangan
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai
	Kurang memadai
	Tidak memadai

	5
	Terdapat prosedur untuk menghasilkan pelaporan risiko Transaksi Intragrup Grup Keuangan secara keseluruhan yang komprehensif 
	Prosedur sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan
	Prosedur memadai dan terdapat kelemahan minor tetapi dapat diperbaiki dengan mudah
	Prosedur cukup memadai dan memenuhi ekspektasi minimum, tetapi terdapat beberapa kelemahan atas pelaporan Risiko Transaksi Intragrup yang membutuhkan perhatian
	Prosedur kurang memadai dan terdapat kelemahan signifikan atas pelaporan Risiko Transaksi Intragrup yang perlu perbaikan segera
	Prosedur tidak memadai dan terdapat kelemahan yang sangat signifikan atas pelaporan Risiko Transaksi Intragrup yang sangat tidak memadai dan perlu perbaikan segera

	6
	Kaji ulang terhadap penerapan manajemen risiko untuk risiko Transaksi Intragrup Grup Keuangan
	Sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan
	Memadai dan terdapat kelemahan minor
	Cukup memadai dan terdapat kelemahan yang memerlukan perhatian
	Kurang memadai dan terdapat kelemahan signifikan yang perlu perbaikan segera
	Tidak memadai dan terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan perlu perbaikan fundamental

	7
	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil kaji ulang untuk penerapan manajemen risiko Transaksi Intragrup Grup Keuangan
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai
	Kurang memadai
	Tidak memadai



[bookmark: _Toc222942389]LAMPIRAN III 
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR XX TAHUN 2026 TENTANG    
GRUP KEUANGAN


LAPORAN PENILAIAN RISIKO KREDIT GRUP KEUANGAN


A. PARAMETER DAN INDIKATOR PENILAIAN RISIKO INHEREN UNTUK RISIKO KREDIT GRUP KEUANGAN
	Nama
	No.
	Rasio atau Indikator
	LJK..
	…
	GK

	a. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi
b. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan 
c. Strategi Penyediaan Dana dan Sumber Timbulnya Penyediaan Dana 
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	

	
	5
	Rasio Utang Piutang Transaksi OTC (Transaksi Jual Efek Lainnya + Transaksi Jual Efek Perusahaan Efek lainnya + Gagal serah Perusahaan Efek + Transaksi Beli Efek lainnya + Transaksi Beli Efek Perusahaan Efek lainnya + Gagal Terima Perusahaan Efek

	
	
	

	
	6
	Rasio Piutang Marjin dan Reguler 

	
	
	

	
	7
	Rasio Utang Repo 
 
	
	
	

	
	8
	Rasio Piutang Reverse repo 

	
	
	

	
	9
	Rasio Tagihan Premi Terhadap Premi Bruto (Premium Receivables to Gross Premium Ratio)
	
	
	




B. PENETAPAN TINGKAT RISIKO KREDIT GRUP KEUANGAN
1) Peringkat Tingkat Risiko Inheren untuk Risiko Kredit
	Risiko Kredit
	Peringkat

	
	Low
	Low to Moderate
	Moderate
	Moderate to High
	High

	Kemungkinan kerugian yang dihadapi Grup Keuangan dari Risiko kredit secara keseluruhan selama periode waktu tertentu di masa datang 

	Sangat rendah

	Rendah
	Cukup tinggi
	Tinggi
	Sangat tinggi



2) Indikator Risiko Inheren untuk Risiko Kredit
	No.
	Risiko Kredit
	Peringkat

	
	
	Low
	Low to Moderate
	Moderate
	Moderate to High
	High

	1
	Portofolio penyediaan dana dalam bentuk eksposur kredit atau pembiayaan terhadap total penyediaan dana
	Sangat rendah
	Rendah
	Cukup tinggi
	Tinggi
	Sangat tinggi

	2
	Diversifikasi eksposur penyediaan dana Grup Keuangan
	Sangat baik
Tidak terdapat konsentrasi penyediaan dana Grup Keuangan
	Baik
Terdapat konsentrasi penyediaan dana Grup Keuangan yang tidak signifikan
	Cukup baik
Terdapat konsentrasi penyediaan dana Grup Keuangan yang cukup signifikan
	Kurang baik
Terdapat konsentrasi penyediaan dana Grup Keuangan yang signifikan
	Tidak baik
Terdapat konsentrasi penyediaan dana Grup Keuangan yang sangat signifikan

	3
	Kualitas penyediaan dana Grup Keuangan
	Sangat baik
	Baik
	Cukup baik
	Kurang baik
	Tidak baik



C. PENILAIAN KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (KPMR) RISIKO KREDIT
	No.
	Risiko Kredit
	Peringkat

	
	
	Low
	Low to Moderate
	Moderate
	Moderate to High
	High

	1
	Strategi risiko kredit Grup Keuangan dengan toleransi risiko Grup Keuangan
	Sangat memadai dan sesuai dengan toleransi risiko Grup Keuangan  
	Memadai dan sesuai dengan toleransi risiko Grup Keuangan 
	Cukup memadai dan kurang sesuai dengan toleransi risiko Grup Keuangan
	Kurang memadai dan tidak sesuai dengan toleransi risiko Grup Keuangan 
	Tidak memadai dan tidak sesuai dengan toleransi risiko Grup Keuangan  

	2
	Awareness dan pengetahuan Dewan Komisaris dan Direksi seluruh entitas dalam Grup Keuangan mengenai manajemen risiko kredit
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai 
	Kurang memadai 
	Tidak memadai

	3
	Fungsi manajemen risiko kredit Grup Keuangan dan memadainya kebijakan, prosedur, dan limit risiko kredit dalam Grup Keuangan
	Sangat memadai dan sejalan dengan penerapan
	Memadai dan sejalan dengan penerapan serta telah dipahami dengan baik 
	Cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan penerapan dan/atau kurang dipahami dengan baik 
	Kurang memadai dan dan tidak selalu sejalan serta terdapat kelemahan signifikan
	Tidak memadai dan dan tidak sejalan serta terdapat kelemahan yang sangat signifikan 

	4
	Proses manajemen risiko kredit pada entitas dalam Grup Keuangan dalam mengidentifikasi, mengukur memantau, dan mengendalikan risiko kredit Grup Keuangan
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai 
	Kurang memadai 
	Tidak memadai

	5
	Prosedur pelaporan risiko kredit Grup Keuangan
	Sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan pada prosedur pelaporan
	Memadai dan terdapat kelemahan minor pada prosedur pelaporan
	Cukup memadai dan terdapat beberapa kelemahan pada prosedur pelaporan ang membutuhkan perhatian 
	Kurang memadai dan terdapat kelemahan pada prosedur pelaporan yang membutuhkan perbaikan segera
	Tidak memadai dan terdapat kelemahan pada metodologi prosedur pelaporan yang membutuhkan perbaikan fundamental

	6
	Review atas penerapan manajemen risiko kredit Grup Keuangan
	Sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan
	Memadai dan terdapat kelemahan minor 
	Cukup memadai dan terdapat kelemahan yang memerlukan perhatian 
	Kurang memadai dan terdapat kelemahan signifikan yang perlu perbaikan segera 
	Tidak memadai dan terdapat kelemahan yang sangat signifikan dan perlu perbaikan fundamental 

	7
	Pelaksanaan tindak lanjut atas hasil review atas penerapan manajemen risiko kredit Grup Keuangan
	Sangat memadai
	Memadai
	Cukup memadai 
	Kurang memadai 
	Tidak memadai

	8
	Proses penyediaan dana oleh LJK dalam Grup Keuangan, dari proses analisis hingga penanganan aset bermasalah
	Sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan 
	Memadai dan terdapat kelemahan yang dapat diperbaiki dengan mudah pada aktivitas bisnis normal 
	Cukup memadai dan terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian
	Kurang memadai dan terdapat kelemahan yang perlu perbaikan segera
	Tidak memadai dan terdapat kelemahan pada satu atau lebih yang perlu perbaikan segera

	9
	Implementasi Sistem pemeringkatan risiko kredit suatu debitur oleh seluruh LJK dalam Grup Keuangan
	Penerapan dan pemahaman sangat memadai dan tidak terdapat kelemahan 
	Penerapan dan pemahaman memadai dan terdapat kelemahan minor yang tidak mengganggu proses secara keseluruhan 
	Penerapan dan pemahaman cukup memadai dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu mendapat perhatian
	Penerapan dan pemahaman kurang memadai dan terdapat beberapa kelemahan yang perlu perbaikan segera
	Penerapan dan pemahaman tidak memadai dan terdapat beberapa kelemahan signifikan yg perlu perbaikan segera 




[bookmark: _Toc222942390]LAMPIRAN IV
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 
NOMOR XX TAHUN 2026 TENTANG    
GRUP KEUANGAN


A. Laporan Kecukupan Permodalan Grup Keuangan

Nama Grup Keuangan 	 : 
Posisi 			: 

Entitas Koordinator	:



	No.
	Nama LJK
	Jenis LJK
	Modal Aktual (Juta Rp)
	Faktor Pengurang Total Modal Aktual (Juta Rp)
	Modal Minimum (Juta Rp)
	Rasio KPMM
Grup Keuangan


	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	Rp
	Rp
	Rp
	...%




1. Nama LJK diisi dengan nama entitas pada Grup Keuangan. 
2. Jenis LJK diisi dengan bank, perusahaan asuransi/reasuransi, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan efek. 
3. Modal Aktual diisi dengan: 
a. (Modal inti + Modal pelengkap) aktual setelah dikurangi faktor-faktor pengurang modal untuk jenis LJK berupa bank; 
b. Modal yang disesuaikan aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 
c. (Aset atau kekayaan yang diperkenankan – liabilitas) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi; 
d. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan efek;
e. Total Penjaminan untuk jenis LJK berupa Lembaga Penjamin;
f. Kekayaan untuk Pendanaan aktual untuk jenis LJK berupa Dana Pensiun;
g. Total Ekuitas Aktual untuk jenis LJK berupa Perusahaan Modal Ventura, Pergadaian, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Securites Crowdfunding (SCF), dan entitas non-LJK.
4. Faktor Pengurang Total Modal Aktual adalah penjumlahan dari: 
a. penyertaan modal LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan; dan/atau 
b. penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK lain dimaksud, 
sepanjang belum diperhitungkan dalam perhitungan modal atau belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal, pada masing-masing sektor keuangan. 
5. Modal Minimum adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap LJK sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan. Modal Minimum diisi dengan: 
a. modal minimum sesuai profil risiko untuk jenis LJK berupa bank; 
b. modal yang disesuaikan minimum untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 
c. nilai minimum dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi; 
d. nilai minimum Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) untuk jenis LJK berupa perusahaan efek;
e. modal minimum sesuai jenis dan cakupan usaha untuk jenis LJK berupa Lembaga Penjamin;
f. Kekayaan untuk Pendanaan minimum untuk jenis LJK berupa Dana Pensiun;
g. total ekuitas minimum untuk jenis LJK berupa Perusahaan Modal Ventura, Pergadaian, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), Securites Crowdfunding (SCF), dan entitas non-LJK.
6. Rasio KPMM Terintegrasi dihitung dari (Total Modal Aktual – Faktor Pengurang Total Modal Aktual)/ Total Modal Minimum).





B. Laporan Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penyertaan Modal LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan

Nama Grup Keuangan 	: 
Posisi 				: 
Entitas Koordinator		:

	No.
	Nama LJK yang Melakukan Penyertaan Modal (Investor)
	Nama LJK Tujuan Penyertaan Modal (Investee)
	Waktu Penyertaan Modal¹)
	Porsi Penyertaan Modal²)
	Nilai Penyertaan Modal³) (Juta Rp)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Total penyertaan modal
	Rp



Keterangan:
1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan modal.
2) Persentase penyertaan modal (kepemilikan) pada perusahaan investee per posisi laporan.
3) Nilai penyertaan modal per posisi laporan.



C. Laporan Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penempatan Dana LJK kepada LJK lain dalam Grup Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (regulatory capital) oleh LJK Lain

Nama Grup Keuangan 	: 
Posisi 				: 
Entitas Koordinator		:

	No.
	Nama LJK yang Melakukan Penempatan Dana 
	Nama LJK Tujuan Penempatan Dana
	Waktu Penempatan Dana¹)
	Nilai Penempatan Dana²) (Juta Rp)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Total Penempatan Dana
	Rp



Keterangan:
1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya Penempatan Dana.
2) Nilai Penempatan Dana per posisi laporan.


LJK
Bank X


LJK
BPR Y



LJK
Asuransi A


LJK
Pialang Asuransi


LJK
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LJK
Asuransi B



LJK
MI X


LJK
PE Z 


LJK
MI Y



LJK
Perbankan


LJK
Asuransi


LJK
Perusahaan Sekuritas/
Manajer  Investasi


LJK
Perusahaan
Pembiayaan



LJK
Asuransi


LJK
Asuransi


LJK
Manajer Investasi


LJK
Perusahaan Efek


LJK 
PMV


LJK
Pers. Pembiayaan



LJK B


LJK C


Non-LJK


LJK D


LJK E


Non-LJK


LJK A



LJK
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LJK
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Bank Umum C
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